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BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. PP Label dan Iklan Pangan mewajibkan setiap pelaku usaha untuk

mencantumkan label tanggal kadaluarsa pada kemasannya, akan tetapi
faktanya terdapat beberapa kendala dalam mencantumkan label tersebut,
sehingga menimbulkan tidak efektifnya aturan PP Label dan Iklan Pangan.
Berdasarkan penelitian, pencantuman tanggal kadaluarsa pada produk pangan
seringkali tidak mudah untuk dilihat, bahwa 60% (enam puluh persen)
konsumen menyatakan bahwa label tanggal kadaluarsa tidak dicantumkan
secara jelas. Akibat tidak jelasnya pencantuman tanggal kadaluarsa seringkali
konsumen menjadi lalai untuk meneliti kembali adanya tanggal kadaluarsa
pada produk pangannya, sehingga 75% (tujuh puluh lima persen) konsumen
pernah membeli makanan tanpa tanggal kadaluarsa. Tidak adanya tanggal
kadaluarsa pada produk makanan menimbulkan ketidakpastian batas
kelayakan makanan dapat dikonsumsi oleh tubuh. Akibat dari mengonsumsi
makanan yang telah mengalami penurunan mutu pada umumnya ialah
gangguan pencernaan, seperti diare dan muntah. Sebanyak 55% (lima puluh
lima persen) dari 75 (tujuh puluh lima) konsumen yang pernah membeli
makanan tanpa tanggal kadaluarsa tersebut pernah mengalami gangguan
kesehatan akibat mengkonsumsi makanan tersebut. Kelalaian pelaku usaha

toko oleh-oleh di kawasan Surabaya Timur dalam hal tidak dicantumkannya
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tanggal kadaluarsa pada produk pangan diakibatkan oleh tidak adanya
seseorang yang bertugas melakukan pengecekan barang sesuai standar pada
toko tersebut (quality control). Selain itu penyebab utama tidak
dicantumkannya tanggal kadaluarsa pada produk pangan ialah mahalnya
biaya uji laboratorium, prosedur pengujian yang rumit dan produk yang dijual

diluar tanggung jawabnya, sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen.

. Pelaku usaha harus bertanggung jawab atas tidak dicantumkannya tanggal

kadaluarsa baik karena kelalaian maupun kesengajaan yang mengakibatkan
kerugian bagi konsumen baik secara materiil maupun immateriil.
Berdasarkan penelitian, pelaku usaha toko oleh-oleh di kawasan Surabaya
Timur menyadari perbuatannya dengan kondisi label tanggal kadaluarsa pada
kemasan yang dijualnya tidak memenuhi standar yang telah ditentukan dalam
PP Label dan Iklan Pangan serta peraturan perundang-undangan lainnya,
sehingga berdasarkan kesalahannya pelaku usaha wajib memberikan
kompensasi atau bentuk tanggung jawabnya. Sebesar 9% (sembilan persen)
atau sebanyak 2 (dua) dari 22 (dua puluh dua) toko oleh-oleh di kawasan
Surabaya Timur pernah menerima laporan dari konsumen mengenai produk
yang dijualnya tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa. Sebesar 73% (tujuh
puluh tiga persen) atau sebanyak 16 (enam belas) dari 22 (dua puluh dua)
Pelaku usaha toko oleh-olen di kawasan Surabaya Timur bersedia
memberikan ganti rugi kepada konsumen yang merasa dirugikan akibat
produk yang dijualnya. Dalam pemberian ganti rugi tersebut, terdapat

beberapa macam bentuk ganti rugi pelaku usaha toko oleh-oleh di kawasan
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Surabaya Timur, yaitu menukar produk dengan produk yang sesuai standar,
mengkembalikan sejumlah uang dan pemberian jaminan kesehatan berupa
biaya obat-obatan. Tindakan atau tanggung jawab yang dilakukan pelaku
usaha toko oleh-oleh di kawasan Surabaya Timur untuk mencegah agar tidak
terjadinya kesalahan yang sama ialah dengan meningkatkan standar kualitas

produk yang dijual pada tokonya.

4.2 Saran

1. Tidak efektifnya PP Label dan Iklan Pangan terkait tidak dicantumkannya

tanggal kadaluarsa dikarenakan biaya uji ketahanan pangan yang tidak
murah dan prosedur yang rumit, seharusnya pemerintah perlu menetapkan
kebijakan yang jelas terkait biaya uji ketahanan pangan yang meringankan

bagi pelaku usaha.

. Tidak adanya quality control pada toko oleh-oleh di kawasan Surabaya

Timur yang mengakibatkan tidak terjaminnya kualitas standar pada suatu
toko, sehingga seharusnya pelaku usaha toko oleh-oleh di kawasan
Surabaya Timur menyediakan seseorang yang bertugas sebagai quality
control, yang tujuannya untuk meminimalisir produk yang tidak memiliki
label tanggal kadaluarsa atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Pemerintah melalui dinas perdagangan perlu melakukan upaya
pencegahan terkait peredaran makanan tanpa tanggal kadaluarsa dengan
melakukan pengecekan tidak hanya saat menjelang hari raya keagamaan,

melainkan secara rutin.
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